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MK Gelar Sidang Pendahuluan Kabupaten Mimika
dan Memberamo Tengah

Jakarta, 27 Juli 2018 — Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan 6 perkara
perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Jum’at (27/07) pukul 13.00 WIB
dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan tersebut
dilaksanakan di ruang sidang Panel 2 yang berada di lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi.
Dari 6 Perkara yang disidangkan, 5 Perkara merupakan Permohonan untuk daerah
Kabupaten Mimika, sedangkan 1 Perkara dari Kabupaten Memberamo Tengah.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-
masing Pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana
diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun
demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh
terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada sidang hari ini (27/07), Perkara Nomor 68/PHP.BUP-XV1/2018, 51/PHP.BUP-XV1/2018,
67/PHP.BUP-XVI/2018, 53/PHP.BUP-XVI/2018, dan 52/PHP.BUP-XVI/2018 merupakan
gugatan dari Kabupaten Mimika dimana 5 (lima) dari 7 (tujuh) pasangan calon Bupati dan
Wakil Bupati mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Sedangkan Perkara Nomor
59/PHP.BUP-XVI/2018 dari Kabupaten Memberoma Tengah.

Para Pemohon dari Mimika merasa telah terjadi manipulasi jumlah suara pada 8 KPPS yang
dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 6 Eltinus Omaleg, S.E., M.H dan Johannes
Rettob, S.Sos, M.M. Untuk nama daerah dimana terjadi manipulasi suara, Para Pemohon
mengajukan 8 daerah dengan beberapa hama daerah yang berbeda satu sama lain.

Sedangkan Perkara Nomor 59/PHP.BUP-XVI/2018 diajukan oleh Simeon Wenda, Saul
Mabel, Terkius Wenda, Onny B Pagawak, P.Pak., ltaman Thago, S.Sos., dan Semmi Mabel.
Dalam permohonan, Pemohon menggugat Ricky Ham Pegawak, S.H., M.Si dan Yonas
Kenelak, S.Sos selaku pasangan calon tunggal yang mendapat perolehan suara lebih besar
dari kotak kosong. Para Pemohon merasa terdapat kecurangan dalam proses Pemilihan
Umum dimana tidak tersedia kolom untuk mengisi aspirasi masyarakat yang memilih kotak
kosong di Form C1-Plano.KWK dan Form C1-KWK. (MHM)
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